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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Perjanjian 

1.  Pengertian Perjajian  

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaiatan dengan 

hukum dan perbuatan yang berkaiatan dengan akibat hukum. Perjanjian 

juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan 

kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. 

Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk 

melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban 

yang disebut prestasi.
19

 

Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah 

suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan 

diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.20 

Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana dua orang atau lebih 

saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertantu dan dilakukan 

secara tertulis, perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 

undang-undang. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat 

dijadikan dasar hukum oleh pihak yang membuatnya. Perbedaan dengan 

perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku 
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 Khairudin, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara profesional collector (prof coll) 
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bagi para pihak yang membuatnya saja tidak mengikat orang lain atau 

masyarakat umum, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada 

semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya.
21

 

Perjanjian dapat juga dikatakan sebagai suatu peristiwa hukum. 

Sebagai mana kita dapat mengetahui bahwa peristiwa hukum adalah 

peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Akibat yang 

diatur oleh hukum ini dalam hukum perdata terutama berupa terjadi dan 

lenyapnya hak.22  

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada pasal 1313 

KUHPerdata yang berbunyi: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lainnya atau lebih.
23

 

Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan 

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau 

ditulis.24 

Para sajana hukum perdata pada umumnya berpndapat bahwa 

defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan diatas tidak lengkap dan 

terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu mengenai 

perjanjian sepihak saja.  
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Defenisi tersebut juga dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup 

perbuatan didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang 

merupakan perjanjian, tetapi sipatnya berbeda dengan perjanjian yang 

diatur dalam KUHPerdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam 

KUHPerdata Buku III sifatnya materil, dengan kata lain dinilai dengan 

uang.25 

Istilah perjanjian sebenarnya  merupakan terjemahan dari bahasa 

belanda yaitu overeenkomst dan dalam kepustakaan ilmu hukum 

diindonesia sendiri ada berbagai macam pendapat dikalangan para sarjana. 

“Sebagian para sarjana hukum menterjemahkan sebagai kontrak dan 

sebagian lainnya menterjemahkan sebagai perjanjian”.26 

Menurut subekti, “Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa 

dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”
27

  

2.  Unsur –Unsur perjanjian  

Unsur-unsur yang tercantum dalam sebuah perjanjian dapat 

dikategorikan sebagai berikiut:
28

 

a. Adanya kaida hukum  

Kaidah dalam hukum perjanjian terbagi atas dua macam, yakni tertulis 

dan tidak tertulis. Kaida hukum tertulis adalah kaidah hukum yang 
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terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan 

yurisprudensi. Seadang kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah 

kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam 

masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain 

sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.  

b. Subjak hukum  

Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtperson. Rechtperson 

diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam 

perjanjian kerjasama ini adalah PLN (Persero).  

c. Adanya prestasi  

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam 

suatu kontrak. Pada umumnya suatu prestasi sebagaimana diatur dalam 

pasal 1234 KUHPerdata terdiri dari beberapa hal yaitu memberikan 

sesuatu; berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.  

d. Kata sepakat  

Dalam pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat sahnya 

perjajian, dimana salah satunya adalah kata sepakat (Konsensus). 

Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. 

Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling 

penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran 

tersebut. Sehingga dapat dikatakan kesepakatan ialah persesuain 

pernyataan kehendak antara para pihak.  
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e. Akibat hukum  

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak akan menimbulkan akibat 

hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Pasal 1338 

ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka para 

pembuatnya. 

Selain beberapa unsur diatas, untuk sahnya suatu perjanjian   harus 

memenuhi empat unsur yaitu :  

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Sutau hal tertentu; dan  

d. Suatu sebab yang halal   

3.  Syarat sah Perjanjian  

Dalam Burgerlijk Wetboek ( B.W ), hukum perjanjian diatur dalam 

buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut memuat dan mengatur 

tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang 

berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan 

menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum 

tentang diri seorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal 

yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa suatu yang dinilai 

dengan uang. 
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Keberadaan suatu perjanjian atau kontrak tidak terlepas  dari 

terpenuhinya syarat-syarat mengenai suatu sahnya suatu perjanjian atau 

kontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata:  

a. Syarat Subyektif. 

1) Kesepakatan mereka yang membuatnya. 

Kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas atau saling 

memberi dan menerima antara pihak-pihak yang membuat 

perjanjian. Kesepakatan tidak ada apa bila kontrak dibuat atas 

dasar paksaan, penipuan dan kekhilafan.  

2) Kecakapan untuk membuatnya.  

Kecakapan disini adalah para pihak yang membuat kontrak 

harus orang-orang yang oleh ukum dinyatakan sebagai subjek 

hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk 

membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang 

ditntukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan 

dibawah pengampuan (curatele) dan orang-orang sakit jiwa.  

b. Syarat Objektif.  

1) Suatu hal tertentu.  

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut 

harus jelas atau dapat ditentukan dan tidak boleh ssamar-samar. 

Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada 

pihak-pihak yang terkait.  
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2) Suatu sebab yang halal.  

Suatu sebab yang halal adalah isi kontrak tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum dan kesusilaan.  

Apabila 4 ( empat ) syarat sah perjanjian tersebut terpenuhi, 

maka perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum bagi para 

pihak yang membuatnya. Jika didalam perjanjian tersebut terdapat 

ketidak bebasan kehendak ( wilsgebrek ) maka perjanjian itu dapat 

dibatalakan
29

. Suatu perjanjian dianggap tidak ada kebebasan 

kehendak apabila terjadinya karena:  

a) Paksaan ( dwang )  

b) Kekeliruan ( dwaling )  

c) Penipuan ( bedrog )   

4.  Asas-Asas Perjanjian  

Dalam hukum perjanjian, Undang-undang telah mengatur beberapa 

ketentuan yang telah terjadi dasara dalam perjanjian yang disebut sebagai 

asas perjanjian, antara lain sebagai berikut :  

a. Asas terbuka  

Asas terbuka sering disebut asas kebebasab berkontrak. Asas ini 

terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang  bagi 

mereka yang membuatnya”. Namun perlu diingat bahwa isi perjanjian 
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itu tidak boleh melanggar ketertiban umum, Kesusilaan dan Undang-

undang.  

b. Asas Konsensulitas  

Menurut prof Subekti, mengatakan bahwa “dalam hukum 

perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensulitas 

(sepakat)” asas konsensualitas ini disimpulkan dari pasal 1320 

KUHPerdata yang menentukan empat syarat yang menentukan untuk 

sahnya suatu perjanjian. Yaitu, :  

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3) Sutau hal tertentu 

4) Suatu sebab yang halal    

Dari uraian diatas dapat disimpukan bahwa, setiap perjanjian 

telah sah dan mengikat jika telah sepakat dalam pokok dari isi 

perjanjian tersebut. 

c. Asas bersifat pelengkap  

Hukum perjanjian adalah bersipat pelengkap, hal ini berarti 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum perjanjian dapat 

disingkirkan, apabila para pihak yang membuat perjanjian 

menghendakinya. Mereka boleh mengatur kepentingan mereka dalam 

perjanjian yang mereka buat. Jika mereka tidak mengatur tentang 

sesuatu hal maka hal itu akan tunduk terhadap Undang-undang.  
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d. Asas facta sunt servanda  

Asas ini terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam klimat tersebut yang 

menyatakan “Sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Jadi, orang yang ingkar janji dalam pandangan asas ini diartikan 

sebagai pengingkaran terhadap Undang-undang.  

e. Asas kepastian hukum  

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata, kalimat 

yang menekankan kepastian hukum dalam pasal ini dijumpai dalam 

kalimat “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali”. Kecuali ada 

kesepakatan antara kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 

oleh Undang-undang cukup untuk itu. Jadi, tanpa adanya kesepakatan 

perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali. 

f. Asas beriktikad baik  

Jika melihat pasal-pasal mengenai perjanjian, akan terlihat asas 

ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1338 ayat 3 

KUHPerdata yang menyebutkan “Suatu perjanjian harus dalaksanakan 

dengan iktikad baik”.  

g. Asas kepribadian  

Menurut pasal 1315 KUHPerdata maka pada umunya tidak 

seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta 

ditetapkanya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri atau suatu asas 
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yang menyatakan seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk 

dirinya sendiri.
30

 

5.   Jenis-Jenis Perjanjian 

KUHPerdata secara konkrit tidak menyebutkan jenis-jenis 

perjanjian, akan tetapi dalam teori dapat dilihat jenis-jenis dari perjanjian 

tersebut :  

a. Perjanjian bersyarat  

Perjanjiian atau kontrak bersyarat adalah perjanjian yang 

digantungkan pada peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut 

belum tentu akan terjadi. Kontrak bersyarat ini dapat di bagi dua, yaitu 

kontrak dengan syarat tangguh dan kontrak dengan syarat batal.  

Contoh suatu kontrak dengan syarat tangguh adalah jika 

seseorang menyerahkan rumahnya kepada orang lain kalau ia lulus 

untuk sekolah luar negeri. Contoh suatu kontrak dengan syarat batal 

adalah jika seseorang menyerahkan rumahnya samapi ia menikah, 

artinya kontrak sewa-menyewa rumah tersebut berlangsung sampai 

pemilik rumah menikah.  

b. Kontrak Dengan Ketetapan Waktu 

Berbeda dengan kontrak bersyarat, kontrak dengan ketetapan 

waktu ini tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak, 

melainkan menangguhkan pelaksanaan kontrak.  
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Contoh suatu ketepan waktu bahwa dalam suatu kontrak para 

pihak menetapkan suatu waktu tertentu untuk melakukan pembayaran. 

Ini berarti kontraknya sudah lahir hanya pembayarannya yang belum 

ditentukan pada suatu waktu yang akan datang.  

c. Kontrak Mana Suka Atau Alternatif  

Kontrak ini mungkin jarang kita temui dalam praktik, tetapi hal 

ini dimungkinkan dalam hukum kontrak. Dalam hal terjadi kontrak 

mana suka ini, debitur diperkanankan untuk memilih salah satu dari 

beberapa pilihan yang ditentukan dalam kontrak. Misalnya, yang 

terjadi dalam pilihan kontrak tersebut adalah apakah debitur akan 

menyerahkan dua ekor kuda atau tiga ekor kerbau atau tiga ekor sapi. 

d. Kontrak Tanggung Renteng Atau Tanggung Menanggung 

Suatu kontrak dikatakan tanggung menanggung jika dalam 

kontrak tersebut terdiri atas beberapa orang kreditur dan dalam kontrak 

tersebut secara tegas dinyatakan bahwa masing-masing kreditur berhak 

untuk menagih seluruh hutang atau pembayaran seluruh hutang kepada 

salah satu kreditur akan membebaskan debitur pada kreditur lainnya. 

Demikian apabila debitur belum digugat dalam pengadilan debitur 

berhak memilih kepada siapa ia akan membayar hutangnya.  

e. Kontrak Yang Dapat Dibagi Dan Yang Tak Dapat Dibagi  

Suatu kontrak dapat digolongkan kedalam kontrak yang dapat 

dibagi atau yang tidak dapat dibagi tergantung pada prestasi barang 

atau jasa yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, baik secara nyata 
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atau secara perhitungan, namun demikian walaupun barang atau jasa 

tersebut sifatnya dapat dibagi, suatu kontrak dianggap tidak dapat 

dibagi jika berdasarkan maksud kontrak penyerahan barang atau 

pelaksanaan jasa tersebut tidak dapat dibagi.   

f. Kontrak Dengan Ancaman Hukuman  

Ancaman hukuman merupakan suatau klausul kontrak yang 

memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi 

prestasi, dan jika debitur tidak memenuhi prestasi tersebut debitur 

diwajibkan melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Ancaman 

hukuman ini boleh diubah oleh hakim mana kala debitur telah 

memenuhi sebagian prestasinya.
31

 

6.   Berakhirnya Perjanjian  

Dalam Undang-undang telah ditentukan bahwa semua persetujuan 

yang sah mempunyai kekuatan sebagai Undang-undang, bagi para pihak 

yang membuatnya, persetujuan dalam perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali kecuali atas kesepakatan diantara kedua belah pihak atau karena 

alasan-alasan yang oleh Undang-undang cukup untuk itu, oleh karena itu 

perjanjan harus dilakukan dengan iktikad baik.  

Tentang berakhirnya suatu perjanjian diatur dalam BAB ke IV buku 

ke III KUHPerdata, menjelaskan tentang berakhirnya suatu perjanjian.  
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Pasal 1381 KUHPerdata, perikatan-perikatan hapus :  

a. Karena pembayaran  

Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perkataan 

“pembataran” adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian  

secara suka rela, artianya tidak dengan pelaksanaan atau eksekusi. Jadi 

istilah pembayaran itu tidak hanya ditujukan pada penyerahan uang 

saja, tetapi setiap pemenuha ketentuan perjanjian dinamakan 

pembayaran.  

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan. 

Pembayaran seperti ini adalah dengan cara barang yang hendak 

dibayarkan itu diantarkan pada si berpiutang atau dia diperingatkan 

untuk mengambil barang itu dari suatu tempat. Penawaran atau 

pembayaran tersebut harus dilakukan secara resmi. Misalnya oleh 

seorang jurusita yang membuat proses verbal dari pembuatannya itu, 

sedangkan penyimpanan dapat dilakukan di kepanitraan pengadilan 

negeri, dengan diberi tahukan kepada si berpiutang. 

c. Karena pembaharuan hutang (novasi)  

Cara seperti ini adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang 

menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakan suatu perikatan 

baru. Menurut pasal 1415 KUHPerdata, kehendak untuk mengadakan 

suatu pembaharuan hutang itu harus dinyatakan secara jelas dari 

perbuatan para pihak.    
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d. Karena perjumpaan hutang atau konvensasi 

Jika seorang yang berhutang mempunyai suatu piutang pada si 

berpiutang, kedua orang tersebut mempunyai hak untuk menagih 

antara satu sama lain, maka hutang piutang mereka dapat 

diperhitungkan untuk suatu jumblah yang sama. Menurut pasal 1426 

perhitungan itu terjadi dengan sendirinya. Artinya, para pihak tidak 

perlu menuntut untuk diadakan perhitungan tersebut. 

e. Karena percampuran hutang  

Hal ini terjadi misalnya karena si berpiutang kawin dalam 

percampuran kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang 

menghentikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya atau pun 

sebaliknya.  

f. Karena pembebasan hutang  

Pembebasan hutang adalah perjanjian baru dimana si berpiutang 

dengan suka rela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya. 

Pasal 1439 menerangkan bahwa jika si berpiutang dengan suka rela 

memberikan surat perjanjian hutang pada si berhutang, itu dapat 

dianggap suatu pembuktian adanya pembebesan suatu hutang.  

g. Karena musnahnya barang yang terhutang 

Menurut pasal 1444, jika suatu barang tertentu yang 

dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau suatu larangan yang 

dikeluarka oleh pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang 

hingga tidak terang keadaanya, maka perikatan menjadi hapus, asal 
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saja hapus atau hilangnya barang tersebut sama sekali di luar kesalahan 

si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkan nya. 

h. Pembatalan perjanjian.  

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa perjanjian 

yang di buat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak 

cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, 

kekhilafan atau penipuan atau yang mempunyai sebab yang 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertipan umum 

maka perikatan itu dapat dibatalkan.  

i. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan. 

j. Lewat waktu. 

Perincian dalam pasal 1381 B.W. itu tidak lengkap karena telah 

dilupakan hapusnya perjanjian karena lewat suatu ketentuan waktu 

yang di cantumkan dalam suatu perjanjian.  

 

B. Prosedur Pemasangan Instilasi Listrik 

Untuk proses pemasangan lisrik baru untuk rumah/bangunan, anda 

akan terkait dengan 3 badan/institusi. Yang pertama tentu saja PT PLN 

persero, yang kedua pihak Kontraktor Listrik atau sering disebut BTL(Biro 

Teknik Listrik), yang ketiga adalah KONSUIL. Masing-masing memiliki 

fungsi berbeda tetapi terkait satu sama lain.  

Kita menuju ke prosesnya : 

1. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar sebagai calon 

pelanggan listrik.  Anda bisa mendaftar lansung ke kantor PT PLN 
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terdekat maupun kepada BTL terdekat. Untuk pendaftaran  yang langsung 

ke kantor PT PLN, nantinya anda akan diminta menunjuk salah satu 

kontraktor listrik yang akan memasang instalasi rumah anda dan tentu saja 

kontraktor tersebut telah memiliki izin kerja dari PT PLN. Berita terbaru 

dan mungkin juga masih direncanakan adalah anda nantinya juga bisa 

mendaftar ke tempat pembayaran listrik terdekat. Tapi untuk saat ini baru 

PT PLN dan BTL saja. Jangan sampai lupa, tentukan dengan bijak 

mengenai daya listrik yang akan anda pergunakan. Pilihan dayanya dari : 

a. 450 VA : Rp. 421.000 

b. 900VA : Rp. 843.000 

c. 1300VA : RP. 1.218.000 

d. 2200VA : Rp. 2.062.000  

Syarat dibawa dari rumah adalah : 

a. Kartu Identitas (sebaiknya KTP) yang masih berlaku  dimana nantinya 

digunakan sebagai nama rekening.   

b. Rekening Pembayaran Listrik Asli atau Focopy dari rumah sebelah 

(dalam artian sebelah rumah yang sudah dan masih berlangganan 

listrik dari PT PLN). Sebaiknya rekening listrik dari rumah sebelah 

yang digunakan adalah rekening pembayaran 1 atau 2 bulan yang lalu.  

Ikuti petujuk maupun syarat lain yang disampaikan oleh pihak PT 

PLN atau BTL. Jangan pernah sungkan untuk bertanya jika anda belum 

jelas. Ingat, anda adalah calon pelanggan atau boleh dikatakan calon 

pembeli tenaga listrik, jadi silahkan ditanyakan apabila anda kurang jelas.  
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2. Setelah proses pendaftaran, proses tersebut berlanjut ke proses daftar 

tunggu alias daftar urut pendaftaran. Disini nantinya berkas pendaftaran 

anda akan lanjutkan dengan pemeriksaan lapangan oleh petugas survei 

lapangan yang merupakan bagian dari pelayanan teknik PT PLN. Dari 

proses teknik inilah akan ditentukan apakah letak pemasangan listrik ke 

rumah anda memenuhi ketentuan PT PLN atau tidak.  

Adapun ketentuan tersebut adalah : 

a. Jarak sambungan kabel tegangan rendah(TR) milik PT PLN dari 

rumah calon pelanggan ke tiang listrik atau rumah pelanggan listrik 

terdekat.  

b. Jumlah sambungan rumah dari tiang listrik PT PLN. Maksudnya 

adalah banyaknya 1 jalur sambungan kabel  TR dari rumah pertama 

menuju rumah calon pelanggan.  

c. Kapasitas dari trafo distribusi TM/TR yang akan melayani rumah 

calon pelanggan listrik baru.  

3. Apabila ketentuan teknik diatas belum terpenuhi maka tentu saja 

pemasangan baru akan ditunda alias menunggu sampai terpenuhinya 

ketentuan teknik tersebut. Akan tetapi apabila data anda memenuhi 

ketentuan teknik tersebut, maka selanjutnya data tersebut akan diproses 

menjadi surat jawaban ijin pemasangan listrik baru. Proses surat jawaban 

ijin ini bisa berlangsung cepat tapi bisa juga lambat. Hal ini tergantung 

dari banyaknya antri-an calon pelanggan baru maupun ketersedian 

material KWH di gudang PT PLN setempat.  
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4. Selama waktu tenggang dari proses surat jawaban ijin inilah para 

kontraktor listrik alias BTL melaksanakan pekerjaan instalasi pada rumah 

calon pelanggan sesuai ketentuan PUIL dan komponen instalasi 

berkualitas SNI. Disamping melaksanakan pekerjaan instalasi, para 

kontraktor ini nantinya akan memberikan / menerbitkan surat jaminan 

instalasi pelanggan. Jaminan instalasi ini nantinya diperlukan dalam 

pemberkasan data oleh PT PLN. Fungsi dari jaminan instalasi ini adalah 

untuk menjamin bangunan maupun instalasi listrik anda apabila terjadi 

kerusakan instalasi maupun kebakaran bangunan  yang diakibatkan oleh 

pemasangan instalasi yang tidak sesuai ketentuan diatas. Fungsi ini juga 

erat kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen. 

Hal inilah yang oleh masyarakat disebut "mahal" Contoh kecilnya 

adalah jika anda membeli barang bergaransi dengan yang tidak bergaransi, 

tentu saja harganya berbeda. Hal tersebut dikarenakan jika barang anda itu 

rusak selama tenggang waktu garansi maka perusahaan pembuatnya akan 

mengganti. Demikian halnya dengan jaminan instalasi yang dikeluarkan 

oleh kontraktor listrik, bahkan jaminan instalasi tersebut tidak hanya 

menjamin instalasi yang dipasang, tetapi juga menjamin seluruh kerusakan 

jika sampai terjadi kebakaran, baik itu bangunan maupun barang yang ikut 

terbakar didalamnya. Tapi perlu anda ketahui, jaminan instalasi ini juga 

ada batas waktunya dan juga jaminan instalasi ini tidak akan berlaku jika 

terjadi perubahan instalasi yang dipasang oleh kontraktor tersebut. 
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5. Seiring dengan selesainya instalasi dan dikeluarkannya surat ijin 

pemasangan dari PT PLN, kemudian instalasi listrik anda akan di 

daftarkan kepada KONSUIL. Konsuil ini bertugas untuk memeriksa 

instalasi yang dikerjakan oleh kontraktor listrik yang mengacu pada 

ketentuan PUIL dan juga SNI. Apabila instalasi yang telah terpasang telah 

sesuai ketentuan diatas maka Konsuil akan menerbitkan Sertifikat Laik 

Operasi (SLO) dan sebaliknya jika tidak memenuhi ketentuan akan 

diterbitkan  surat keterangan tidak  memenuhi syarat sertifikasi, sehingga 

harus dilakukan instalasi ulang dan didaftarlan lagi untuk diperiksa sampai 

ketentuan diatas terpenuhi. SLO ini juga diperlukan oleh PT PLN dalam 

pemberkasan data pelanggan. 

6. Setelah proses diatas selesai, dilanjutkan dengan proses pembayaran Biaya 

Penyambungan(BP) dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Mengenai besarnya BP dan UJL tergantung 

dari besarnya daya listrik dan juga tarif yang akan anda gunakan. 

Kemudian anda juga akan menandatangani surat perjanjian dengan PT 

PLN, yang diantaranya mencakup besarnya pembayaran tiap KWH listrik, 

sangsi pelanggaran. Oleh karena itu, baca dan pelajari dengan seksama 

sebelum anda menandatangani surat perjanjian bermaterai tersebut. 

7. Setelah selesai nantinya akan dilanjutkan pembuatan berkas untuk 

pengambilan Alat Pembatas dan Pengukur (KWH meter dan 

penunjangnya) dari gudang PT PLN, yang kemudian dilanjutkan dengan 

proses pemasangan KWH meter. Setelah pemasangan KWH meter 

tersebut nantinya anda akan diberi kartu pemberitahuan pembayaran 

listrik.
32

 

  

                                                             
32 WWW. PLN (Persero). Ci.id Diakses Tanggal 25 Januari 2017 
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Dalam pemanfaatnaya listrik di bedakan menjadi sebagai berikut : 

1. Listrik sebagai penghasil cahaya 

Setip sudut rumah kiat banyak lampu yang di pasang . gunanya lampu 

sebagai cahaya yang menerangi bila malam datang dan sebagai pengganti 

cahaya matahari.cara kerja nya kalao arus listrik mengalir pada kawat 

wolfarm yang pada lampu akan panas dan mengakibatkan berpijar.kawat 

wolfram ini bersifat halus dan berhambatan tinggi. 

2. Listrik sebagai penghasil panas. 

kalo listrik sebagai penghasil panas kita aplikasikan pada alat yang 

menggunakan elemen pemanas. bisanya di gunkan untuk keperluan rumah 

tangga seperti untuk memasak (kompor listrik),untuk menanak nasi (magic 

com),untuk menyetrika (setrika listrik) dan masih banyak lagi alat yang 

menggunakan pemanas.bila arus mengalir pada nikel atau elemn pemanas 

maka akan mengakibatkan panas , panas inilah yang di gunakan untuk 

kebutuhan sehari hari. 

3. Listrik sebagai penghasil gerak 

Di dalam kehidupan sehari hari kita sering menjumpai berbagai macam 

kebutuhan yang mengguanakn liistrik untuk menghasilkan gerak .sebagi 

contoh motor,mobil kipas angin dan lain lain alat ini menghasilkan gerak 

untuk berjalan atapun untuk memudahkan manusia dalam segala 

aktivitasnya. cara kerjanya bila arus mengallir pada rangkaian motor.  


